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BAB |
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang
Salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah untuk

memajukan kesejahteraan umum Kesejahteraan pun ditetapkan sebaga
hak warga negara sebagaimana tercantum “Keadilan sosial baai seluruh

rakyat Indonesia” dalam dasar negara Pancasila Dalam konteks
penyelenggaraan di lapangan kewajiban memajukan kesejahteraan umum
dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang paling
bertanggung jawab atas terselenggaranya kesejahteraan.

Pemerintah kabupaten/ kota di tingkat lokal pun harus memikirkan
bagaimana cara terbaik untuk memajukan kesejahteraan sosial berdasar
atas kemampuan (potensi) yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Batang
pun tak lepas dari aras ini, sebab masalah sosial di Kabupaten Batang
masih cukup tinggi. Hal ini tercermin dari angka kemiskinan, seperti yang
tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Batang

Tahun Jumlah Penduduk Prosentase Garis |
Miskin (dalam 000 Penduduk Kemiskinan |

orang) Miskin (Rp/Kap./BIn)

2007 139, 8 20,79 133680 |
2008 122 18,08 151411 |
2009 112,2 1661 | 155558 |
2010 102,6 14,67 169256 |

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Batang 2012
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Meoskipun dan tahun ke tahun, angka kemiskinan terys terkoraks,
namun angka 14, 67 di tahun 2010 merupakan angka yang Cukup tingg,
apalagr menilik angka tersebut sebanding dengan 102 600 Jiwa

Dampak dan kemiskinan adalah maraknya masalah sosial d; Kabupaten

Batang, hal int dapat dilihat dari tabel bernkut

Tabel 2 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosig| (

PMKS)
Menurut Jenisnya (dalam Jiwa)

No Jenis ﬁ__ﬁ Tahun |
2008 | 2009 | 2010 | 2011
Anak Balita Terlantar 3.258 | 1.480| 2460 2407
Anak Terlantar 4711 4994 6402 6499
3 [Anak  Koban  Tindak 0 0 B3
Kekerasan/Diperlakukan salah
4 | Anak Nakal 748 947 1477 1100
5 | Anak Jalanan 522 340 334| 331
6 AnakCacat 1.369 1.334 1.388 853
7 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 7.841 9.572 9.482
8 Wanita Korban Tindak 0 0 34 0
Kekerasan
9 Lanjut Usia Terlantar 13.161 0 6.312 6.098
10 | Lanjut Usia Korban Kekerasan 0 0 0 0
11 Penyandang Cacat 3.231 1.875 2.408 1.409
12 | Penyandang  Cacat  Eks 309 3N 400 0
Penyakit Kronis
13 | Tuna Susila 719 757 740 744
14 | Pengemis 58 69 31 46
15 | Gelandangan 31 25 17 191
16 | Bekas Narapidana 298 310 795 284
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17 Korban Penyalahgunaan | 48 64 4 %0
Napza
o | Keluarea Fakitiskin 105620 | 156280 158536 | 10610
19 anq T ——t————— T |
Keluargg yang  Tinggal di| 36.370 32.697  28.388 40216
- Rumah Tax Layak Hun; | |
20| Keluarga Bermasaion - Sosial | 712 o1 4.104 0
Psikologis |
rte—— 1 |
21 Komunitas Adat Terpenci| T 0 0/ 0 0
22 Masyarakat yang Tinggal g Oi 0 0 0
Daerah Rawan Bencana I w '
23 | Korban Bencana Alam 1.310 | 800 | 721 0
24 | Korban Bencana Sogig] o] 0 0 0
25 | Pekerja Migran Terlantar 53 i 85 37 | 40 |
26 | Penyandang HIV/AIDS 0] 0] 0 119
S Mk 1 |
Keluarga Rentan 2.126 | 306 4379 4379
Jumlah |

185,695 | 213,811
2011 |

205.706 | 224.709
Sumber : Batang Dalam Angka 2008 ‘ |

B. Identifikasi Masalah
Seperti yang telah diungkap di atas, bahwa kesejahteraan sosial

masih menjadi masalah utama di Kabupaten Batang. Oleh karena itu,
menjadi amat penting untuk mendesain pengaturan kesejahteraan sosig|
di Kabupaten Batang. Pengaturan tentang kesejahteraan sosial ini
diharapkan mampu menjadi rambu-rambu pelaksanaan kesejahteraan
sosial di Kabupaten Batang. Sehingga, dalam naskah akademik ini akan
menjawab bagaimanakah pengaturan kesejahteraan sosial yang ideal di

Kabupaten Batang?
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Makng (- _
N4 dari ary Pentingnya kesejahteran sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia

ercermin_ dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang

menyatakan bahwa tujuan

dibentuknya negara kesatuan Republik

Indonesi: |
Sla adalah ungy Memajukan kesehteraan umum Jalaludin Rahmat

mengata .
gatakan bahwa kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas

mencak
aKup berbagaj Uindakan yang dilakukan manusia untuk mencapal

taraf kehidupan yang lebih baik, ini tidak hanya diukur secara ekonomi

dan fisik belaka, etapi juga ikut memperhatikan aspek sosial mental dan

Segi kehidupan spiritual 1sband; Rukminto Adi 2003)

Kesejahteraan sosial (Edi Suharto © 2005) adalah suatu keadaan

yang terpenuhi dari seqala bentuk kebutuhan hidup, yang bersifat

mendasar  sepert makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan

Kesejahteraan in juga merupakan cita-cita sosial yang tidak hanya
diangankan untuk di milik, tetapijuga harus di usahakan Tanpa usaha
dan kerjasama diantara berbagai macam pihak, kesejahteraan sosial
hanyalah fatamorgana

Dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 sudah sangat jelas
negara bertanggungjawab atas hak untuk bekerna dan menmperoleh
penghidupan yang layak, hak untuk mengenayam pendidikan, kedudukan
yang sama dalam hukum dan pemenntahan, fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara dan hak-hak lainnya. Namun demixian
pada kenyataannya bahwa masih banyak anak terlantar, gelandangan

kemiskinan . lowongan pekerjaan yang terbatas pengangguran semakin

e ——
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meningkat dari tahun ketahun sehingga banyak Peéngangguran, akeshilitas
bagi orang cacat juga sama sekali belum disentuh, belum lagi pendidikan
yang mahal sehingga banyak anak putus sekolah dan harys bekerja
padahal pekerja anak sangat rentan terhadap eksploitasi dan trafikking
Dari tahun ke tahun perubahan terhadap keadaan ini ternyata tidak
signikan kearah peningkatan kualitas hidup dan dan tetap saja tinggi.
Jumlah penduduk miskin relatif tinggidibuktikan dengan banyak dari
mereka yang masih menempatui rumah yang tak layak huni, pendapatan
rata-rata yang masih rendah memaksa mereka sebagian menjadi PSK
dan bekerja serabutan.

Memperhatikan permasalahan yang sangat kompleks tersebut,
dipandang perlu dilakukan pengaturan pada tataran daerah yang dapat
memberikan  perlindungan  bagi masyarakat yang semestinya
mendapatkan perlakukan sebagaimana hak minimal diperoleh seusia
dengan peraturan perundang-undangan .

Pada hakekatnya ketentuan-ketuan hukum yang dibutuhkan
dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur
tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Artinya bahwa kebijakan
pemerintah perlu mempertimbangkan dampak pada peningkatan kualitas
yang ada di masyarakat setempat.

Pembangunan merupakan proses terencana yang secara sadar di
lakukan guna meningkatkan kualitas dalam kehidupan manusia dan

kesejahteraan sosial di masyarakat. Kesejahteraan sosial mempunyai tiga
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ansur yaitu tingkatan yanq mana p
( dporsoalan dalam soe
{ so0sial yang ada

dimasyarakat dapat dikelola, kebutuhan Masyarakat dapat dipenuti. d
api uhi, dan

meningkatkan taraf hidup dapat diperluas pada lapisan masyarakat
« ASV( £

) G P
Permasalahan Penyandang  maslah kesejohteraan  sosial
b clc 1011

Kabupalen Batang antara lain anak lalanan dan anak pung yang masih
b L (3 IS

cukup banyak. - Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktu di

jalanan (Jalaludin Rakhmat : 2005). Sementara Anak jalanan adalah

anak-anak_yang menghabiskan scbagian besar waktu kehidupanya
dijalanan, mereka hidup menggelandang i tempat-tempat  kumuh,
menjadi gemkel, dan hidup ditempat yang dirasa aman oleh mereka yaitu
pasar, emperan, toko, stasiun, terminal dan sebagainya. Dengan tekanan-
tekanan dar masyarakat luar cenderung mengarahkan mereka untuk
dapat memenuhi kebutuhan saat itu juga, untuk sekedar dapat makan
mereka harus melakukan aktifitas sehari-hari yaitu mengamen, mengemis,
menjual Koran, menyemir sepatu, dan sebagainya dengan kata lain anak
jalanan melakukan hal ini karena dalam keadaan ekonomi keluarganya
kurang dan anak jalanan sendiri bekerja untuk mencukupi ekonomi dalam
keluarganya.

Kondisi hidup di jalanan dengan realita keras dan penuh dengan
tekanan-tekanan dari masyarakat luar cenderung mengarahkan mereka
untuk dapat memenuhi kebutuhan saat itu juga, untuk sekedar dapat
makan mereka harus melakukan aktifitas sehari-hari yaitu mengamen,

mengemis, menjual Koran, menyemir sepatu, dan sebagainya.
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Bagr anak jalanan in ¢
, ¢ N sangat membutuhkarn perindungan dangan

berdasarkan KHA (Konvens Hak Anak ). salah satunya adalah anak

jalanan dalam konflik dengan hukum (Chitdren in confiict with law),agar

mereka

a Tidak dapat penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman yang keji,

tidak merendahkan martabat bagi anak jalanan yang lainya

b Tidak seorangpun anak akan direnggut kebebasanya secara melawan

hukum, penangkapan, penahan dan pemejaraan harus sesuai hukum

dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk  masa yang

sesingkat-singkatnya.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Tujuan dari penyusunan naskah akademik kesejahteraan sosial
adalah mendapatkan suatu formula kebijakan yang rasional dan
demokratis (serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang
ada) yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan
kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang.

Pada akhirnya naskah akademik ini akan memberikan
kegunaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dengan
mengupayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang
masalah anak, penyelenmggaraan kesejahteraan sosial penyandang
maslah fakir miskin, penyelenggaran kesejahteraan sosial masalah
keterlantaran, penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang

masalah kecacatan, dalam hal ini memberikan perlindungan dengan
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meningkatkan mutu pelayanan dan Penyelengaraan hak-hak yang

semestinya diperoleh demi terciptanya kesejahteraan sosial yang

merata.

D. Kegunaan Naskah Akademik

Penyususnan naskah akademik ini secara praktis dapat menjadi

dasar bagi pemerintah daerah kabupaten Batang dalam menyusun

Peraturan daerah yang |ebin komprehensif dan kepastian hukum

yang lebih kuat untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial
kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya
bahwa naskah akademik kesejahteraan sosial berguna sebagai

naskah ilmiah yang dapat menjawab permasalahan pengelolaan

kesejahteraan sosial, sebagai dasar yang dapat

dipertanggungjawabkan untuk membuat rancangan peraturan daerah
tentang kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang Perda ini
diharapkan akan dapat berguna untuk menutup kelemahan yang ada
dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat |, sehingga
lubang-lubang hukum  yang merugikan warga masyarakat dapat
ditutup.

Secara umum dapat dikatakan bahwa maksud pengaturan
tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten batang

adalah dalam rangka memperoleh kepastian hukum dan dalam

frangka menciptakan tertib hukum di dalam penyelenggaraan
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kesejahteraan sosial pe
| Penyandang masalah kesejahteraan sosial

D
Selan itu Perdfa bertuyjuan untyk meningkatkan kualitas harkat dan

abat bag
mart 9! penyandang masalah kesejahteraan sosial Dengan

dikeluarkannya peraturan daerah ini maka ada ketegasan tentang

hak kewajiban dan wewenang Seperti diuraikan dimuka maka
dengan adanya Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat
mengupayakan perluasan dan Pemerataan kesempatan memperoleh
kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat khususnya penyandang
maslah kesejahteraan sosial, meningkatkan mutu/kualitas pelayanan
sehingga memiliki daya saing  ditingkat nasional, global dan
mendorong  peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dengan prinsip otonomi akan dapat cepat

terwujud.

D. Metode

Naskah akademik kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang
menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dinilai
akomodatif terhadap para peneliti dan responden yang diteliti untuk
bekerjasama, saling bergantung, dan saling membantu. Pendekatan
kualitatif juga lebih bisa menjelaskan, memberikan pengertian, serta
menggali penyebab, alasan-alasan hingga ke akar-akarnya (Sriyuningsih,
2003). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah observasi
partisipatori yakni dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang diteliti

dan mengajak mereka "meneliti’ bersama-sama peneliti tentang hal-hal
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yang terkait  dengan  ranc:
rancangan  poraturan daorah  tentang
anor; nane

pembentukan  Per:
Wran  Daerah  Dagra Kabupaten  Batang
¢ : Jatan

KeSle‘me:a” Sosial dengan melode kerja sebagai berkut

1. el.akukan studi dan riset mendalam mengenai permasalahan
sosial yang terdapat di Kabupaten Batang untuk bisa
memetakan dan mencari simpul solusi permasalahan Sosial di
Kabupaten Batang;

2. Pengkajian atas konsep, paradigma dan asas-asas yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4967);

3. Pengkajian terhadap Peraturan pelaksana lainnya, dan
Peraturan Daerah Kabupaten batang lainnya terutama perda
yang mengatur tengtang satuan organisasi dan kelembagaan
lembaga teknis daerah agar tercipta suatu Peraturan Daerah
yang sinkron dan tidak tumpang tindik dan perda lain hyang

relevan dengan materi muatan perda.

4. Selanjutnya melakukan anaslisi komprehensif dan penyususnan

konsep Peraturan daerah yang baik dan benar sesuai dengan

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

TRy

T——

BAB 1|

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A Kajian Teoritis

K(;scjumm.'mn Sosial sebagai Kebijakan Publik

Pemenntah adalah pihak yang paling bertanggung jawat
dalam hal pemenuhan  kepentingan dan urusan publik serta
penyelesaian  masalah  publik. Salah satu wujud dari upaya
pemenuhan kepentingan, urusan dan masalah publik adalah dengan
kebijakan publik.

Kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye adalah
whatever governments choose to do or not to do. Maknanya Dye
hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang
eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Jika anda melihat
banyak jalan berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh
kemudian Anda mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa,
maka “diamnya’ pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan.
Interpretasi dari kebijakan menurut Dye di atas harus dimaknai
dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah
dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut
mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Selain Dye, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai

perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah)

atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu
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] ~ p
embicaraan to
f an tentang  kebijakan memang tidak lapas darl kaitan

kepentingan antar kelompok, baik lingkal pemerintahan maupun
masyarakal secara umum (Anderson, 1979 2 )

Kebijakan kesejahteraan sosigl dalam konteks ini termasuk
dalam ranah kebijakan publik Kebijakan kesejahteraan masuk dalam
kategori kebyakan publik karena hanya pemerintahlah pihak yang
paling dapat memecahkan masalah ini, karena menyangkut banyak
aspek, sektor dan aktor atau anggota masyarakat. Pemerintah
sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengatur urusan
publik memiliki hak yang diperlukan guna memecahkan masalah
publik. Beberapa hak tersebut diantaranya, adalah hak memaksa

para pihak untuk tunduk pada kebijakan publik yang dikeluarkan

untuk memecahkan masalah publik.

Urgensi Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan masyarakat yang tidak merata dan
terlebih masih banyaknya masalah sosial menjadikan kebijakan
kesejahteraan sosial di tingkat lokal harus menjadi  prioritas.
Kebijakan kesejahteraan sosial bukan hanya dipandang sebagai alat
untuk memaksa para penyandang masalah sosial untuk berhenti
melakukan kegiatan yang dianggap sampah masyarakat, tetapi juga

meliputi hal yang lebih luas. Hal yang lebih luas tersebut adalah
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upaya untuk melakukan Rehabilitasi Sosial. memberikan Jaminan
| Sos'a;le':::ki” P lemberdaYa‘an sosial, dan Perlindungan sosial
ebijakan kesejahteraan sosial adalah upaya untuk

memenuhi hak-hak asasi manusia yang semaksimal mungkin dapat
dilakukan oleh pemerintah. Logika inilah yang menjadikan
pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk merancang,
menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan kesejahteraan
sosial secara transparan dan akuntabel.
3. Integrasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan kesejahteraan sosial yang dirancang secara holistik
tentu akan berdampak luas, dan memerlukan banyak aktor
i’ pemerintah dalam implementasinya. Hal inilah yang membutuhkan
perhatian ekstra, SKPD-SKPD terkait harus mampu bersinergi, dan
bekerjasama guna implementasi dan kondisi yang lebih baik. Sinergi

dibutuhkan karena masalah kesejahteraan sosial merupakan hal

ks dan saling terkait antara masalah yang satu dengan

yang komple

masalah yang lain.

Pendekatan penyelesaian masalah sosial secara lebih holistik

diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang lebin baik, daripada

hanya diurusi oleh satu SKPD yang memiliki kewenangan terbatas.

Hal ini pulalah yang menjadikan pentingnya meminimalisir ego

sektoral masing-masing SKPD. Kepentingan yang lebih luas harus

didahulukan dari pada kepentingan kantornya sendiri.

. AT
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3. Asas perlunya pengaturan

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan
Norma
Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu

diperhatikan juga berbagai asas. Menurut Van der Vlies dibedakan asas-

asas formal dan asas material (Bagir Manan, 1992: 19). Asas-asas formal

meliputi:
1. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelsteling).
genai ketepatan letak peraturan

Asas ini mencakup tiga hal yaitu, men

perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan,

tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk,

dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang

akan dibentuk tersebut.

2. Asas organ/lembaga yang tepat (beginse/ van het juiste orgaan). |

Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya
organ/organ/lembaga-lembaga yang

kejelasan kewenangan
menetapkan peraturan perundang-undandan yang bersangkutan.

(het noodzakelijkh eidsbeginsel).

selalu terdapat alternatif atau alternatif-

Asas ini tumbuh karend
masalah pemerintahan selain

alternatif lain untuk menyelesaikan suatu

undang-undanga”-

dengan membentuk peraturan Pef
Asas ini muncul karend dalam  penyelesaian masalah

erdapat perbagai alternatif yang

penyelenggaraan kehidupan manusia t
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tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan

Hal ini bukan berarti tidak ada peraturan (onitregelen) namun

pembentukan peraturan itu berpegang pada prinsip penyederhanaan

(soberheid), sehingga sangat dimungkinkan adanya deregulasi yang

maknanya bukan tanpa regulasi (aturan). Aturan tetap ada dan
diperlukan tapi sifat pengaturannya lebih komprehensif, tidak sektoral.
Asas dapat dilaksanakan merupakan asas yang menghendaki suatu
peraturan dapat ditegakkan. Tidak akan ada gunanya merumuskan
berbagai aturan dalam berbagai norma jika pada akhimya norma
tersebut tidak dapat ditegakkan. Salah satu penegakkan norma

tersebut melalui penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran peraturan.

Perumusan sanksi ini harus sejalan dengan sifat norma, apakah

larangan atau perintah. Ketidakjelasan ini dapat berakibat fatal bagi

tegaknya suatu peraturan, seperti yang kini marak melanda Peraturan

Daerah. Muncul kecenderungan setiap Peraturan Daerah wajib

hukumnya merumuskan sanksi pidana. Tanpa ada sanksi dianggap

bukan peraturan.

Anggapan ini patut diluruskan sesuai dengan asas dan teknik

pembentukan paeraturan perundang-undangan yang dengan jelas

menyebutkan "ketentuan sanksi dapat dirumuskan jika diperlukan’.
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4 Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid)
Mengenai asas ini orang melihatnya sebagai usaha untuk dapat
ditegakkannya peraturan perundang-undangan. Sebab tidaklah ada

gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat

ditegakkan.
5 Asas konsensus (het beginsel van der consensus).
Yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya “kesepakatan’ rakyat

untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang

ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu

mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah

dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang

disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.

Asas ini dapat tercapai jika dilakukan diseminasi secara terarah.

Persoaiannya jika peraturan yang diberlakukan pada saat yang

bersamaan sangat banyak jumlahnya, maka keberadaan asas ini tidak

efektif.

Asas-asas material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van

duidelijke terminologie en duidelijke systematiek).

Pertimbangan yang dikemukakan Van der Vlies ialah agar peraturan

perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat,

baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau

Susunannya.
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Asas terminologi lebih tepat jika dimasukkan ke dalam teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan, karena asas ini lebih
menekankan kepada teknik merancang kata-kata, struktur dan
susunan peraturan sehingga pada akhirnya membentuk norma yang
mengikat (Seidman: 2001). Asas dapat dikenali sangat penting artinya

terutama bagi peraturan perundangundangan  yang membebani

masyarakat dengan berbagai kewajiban. Apabila suatu peraturan

perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui setiap orang, lebih-

lebih bagi orang yang berkepentingan maka ia akan kehilangan

tujuannya sebagai peraturan. Asas perlakuan yang sama dalam

hukum menghendaki dalam pempentukan peraturan perundang-

undangan muatannya tidak bersifat diskriminatif baik untuk kelompok
batkan adanya

kuat (mampu) maupun lemah, sehingga mengaki

ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan.
Asas tentang dapat dikenall (het beginsel van kenbaarheid).
pabila suatu peraturan perundang-

Alasan pentingnya asas ini ialah 2
dan diketahui oleh setiap

an kehilangan tujuannya sebagai

i ang, lebih-lebih
undangan tidak dikenall orang

oleh yang berkepentingan, maka ia ak

peraturan.

het
Asas  perlakuan  yang sama  dalam hukum  (he

rechtsgelijkheidsbeginsel).
Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku hanya untuk
sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya
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ketidaksam
aan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap

anggota-anggota masyarakat.

. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel).

Asas ini m i
erupakan salah satu sendi asas umum negara Berdasar

Atas Hukum yang dianut Negara RI.

Asas kepastian hukum merupakan konsekuensi sendi negara
berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu setiap peraturan yang
dibentuk harus jelas. Tidak hanya dalam konsideran sebagai suatu
legal spirit hanya dirumuskan bahwa “pembentukan Peraturan Daerah
ini perlu”, tanpa menjelaskan konstatasi fakta dari aspek sosiologis
atau yuridis. Tidak dapat merumuskan pemberlakuan surut suatu
norma hukum (retroaktif), apalagi yang bersifat pembebanan (misal:
pajak, retribusi) karena bertentangan dengan asas kepastian hukum.
Pengecualian terhadap norma yang bersifat retroaktif dapat dilakukan
tetapi harus sangat hati-hati, jelas dan transparan. Ketidaktepatan
rumusan akan berpengaruh pada efektifitas berlakunya aturan.
Sekalipun fiksi hukum mengatakan setiap orang dianggap tahu
(een ieder geacht de wet te kennen), tetapi jika tanggal

hukumnya

pemberlakuannya tidak jelas maka akan mempersulit implementasi

fiksi hukum tersebut, dan capaian kepastian hukum.
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c
5 Asas pelaks
p anaan hukum sesuai keadaan individual (het beginsel van

de indwviduele rechtsbedeling)
Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-
hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian
peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar
selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah
khusus.
Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu
dimaksudkan bahwa selain muatan peraturan perundang-undangan
berlaku umum tapi dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan
persoalan secara khusus atau keadaankeadaan tertentu (in-concreto).
Namun dalam penerapan asas ini harus penuh kehati-hatian karena
dapat meniadakan asas kepastian hukum dan asas persamaan. Oleh
karena itu penerapan sepenuhnya diserahkan pada penegak peraturan
perundang-undangan (hakim). Oleh karena itu sangat memungkinkan
bagi hakim untuk melakukan recht vinding, mengingat dalam era
desentralisasi sangat marak Peraturan Daerah pembebanan yang
diikuti dengan sanksi pidana. Maksud penetapan sanksi sebagai racun
(in cauda venemum) dalam penegakkan aturan bisa jadi tidak tercapai
karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akibat
ketidak berdayaannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini

penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi
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mbentuk
pe Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi

sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas
pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan
asas umum admjnistrasi publik yang baik (general principles of good
administration). Asas ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap
keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan secara publik.

Dengan demikian pengetahuan mengenai seluk beluk peraturan
perundang-undangan  untuk menciptakan suatu sistem peraturan
perundang-undangan yang tertib sebagai salah satu unsur peraturan
perundang-undangan yang baik.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal
137 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
menegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:

kejelasan tujuan,;

o

kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

=2

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Persoalan lain yang sangat penting untuk dikemukakan dalam

kaitannya dengan peraturan perundang-undangan adalah mengenai ISl
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u mater el .
ata muatan Istlah mater muatan pertama kali diperkenalkan oleh

A Hamid § Attamim,
I Maksud dar materi muatan adalah 1s1 kandungan

U substans
ata lansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan

peraturan perundang-undanqan pada umumnya

Materi muatan undang-undang Indonesia merupakan hal yang

penting untuk kita teliti dan kita cari oleh karena pembentukan undang-
undang suatu negara bergantung pada cita negara dan teori bernegara
yang dianutnya, pada kedaulatan dan pembagian kekuasaan dalam
negara, pada sistem pemerintahan negara yang diselenggarakannya. (A.
Hamid S. Attamimi, 1990 2)

Menurut Ann Seidman, bahwa suatu undang-undang yang efektif
pada keadaan khusus di suaty negara haruslah menunjukkan atau
mendorong suatu perilaku yang dituju atau diaturnya. Sebuah undang-
undang yang membawa perubahan harus mengubah perilaku lembaga-
lembaga yang ada yang selama ini menghambat tercapainya
pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkesinambungan
(Seidman: 2001).

Menurut Malcom E. Jewell, dalam Encyclopedia Americana
menegaskan, bahwa peraturan atau prosedur mengenai proses legislatif
atau proses di dalam membuat peraturan perundang-undangan berbeda
antara satu negara dengan negara lain, namun pada dasarnya peraturan

atau prosedur dalam proses ini adalah merupakan suatu hal yang berlaku
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umum . Ini ditandai oleh adanya 4 (empat) hal yang selalu ada dalarr
proses legislatif, (Malcom = Jawell 1976 17%-1 76), yaitu
1. Inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ,
3. Pengaruh di dalam pembuatan peraturan perundang undangan
4 Adu argumentasi dan voling
Asas materi muatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
’ 2004, yaitu:
a. pengayoman,
b. kemanusiaan:;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan
e. kenusantaraan
f. bhineka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Dalam pandangan Bagir Manan peraturan kebijakan dibuat karena
tidak dapat diatur dengan peraturan biasa, baik karena pejabatnya tidak
berwenang maupun tidak lagi menjadi materi muatan suatu peraturan.

Bentuk-bentuk aturan kebijakan ini beraneka ragam, seperti Surat Edaran,
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Juklak, Juknis, Pedoman bahkan ada yang menyebu! dengan Keputusan

(Bagir Manan. 2000 146) Jimly Asshiddigie mempersempit bentuk hukum

peraturan kebijakan, sebagaimana dikemukakannya “Akan tetapi, agar

kita konsisten dan  konsekuen mengikuti  sistematika  pemisahan

kekuasaan legislatif dan eksekutif secara tegas, prinsip ‘freis ermessen’

tersebut di atas tidak digunakan sepanjang menyangkut pembuatan

peraturan dalam arti teknis

R T T T ST T YT T

Selama era sentralistik sangat dirasakan hukum hanya dipandang

sebagai alat kekuasaan represif dari pengemban kekuasaan politik yang

memiliki

s

kewenangan diskresi tanpa batas, sebagaimana hal itu dicirikan
oleh Nonet-Selznick, “Kekuasaan politik memiliki akses langsung pada

institusi hukum sehingga tata hukum praktis identik dengan negara dan

hukum disubordinasi pada “raison d'etat’ (Philippe Nonet and Philip
Selznick, 1978: 33). Tidak mengherankan jika aspek instrumental hukum
sangat dominan ketimbang aspek ekspresifnya. Transisi era sentralistik ke
desentralistik yang ditandai dengan terbitnya berbagai produk Peraturan
Daerah seharusnya mampu menjembantani persoalan kebutuhan daerah
yang telah termarjinalkan sekian lama. Oleh karena itu dalam
pembentukan Peraturan Daerah seharusnya mencakup komponen:

1. Materi Hukum.

N

. Budaya Hukum.

w

Aparatur Hukum.

LN

. Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum.
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onen ini
Komp Nt bersumber Pada lega/ theory yang dikemukakan oleh

Freidmann yang di dalamnya mencakup 3 (tiga) unsur
W.,1967)

(Freidmann,

. 1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Budaya hukum

Beranjak dari konsepsi Pemikiran untuk membentuk peraturan

(Peraturan Daerah) yang dapat fungsional dj masyarakat, Aan Seidmann

dan Bob Seidmann menawarkan Suatu metode yang disebut dengan

ROCCIPI (Seidman, 2001 153). Untuk memudahkan tingkat

implementasinya metode ini dibedakan menjadi: Pertama, bersifat
subyektif karena tergantung pada pemegang peran dalam pembentukan
Peraturan Daerah yaitu interest (kepentingan) dan ideologi (nilai dan
sikap), Kedua, bersifat obyektif karena tergantung pada faktor-faktor yang
ada diluar diri pemegang peran vyaitu Rule (aturan); Opportunity
(kesempatan); Capacity (Kemampuan); Communication (Komunikasi); dan
Process (proses). Metode ini dapat digunakan sekaligus untuk mengukur
implementasi Peraturan Daerah terutama pada aspek komunikasi dan
proses di masyarakat.

ROCCIPI ini merupakan identifikasi tentang tujuh faktor yang
kerapkali menimbulkan masalah dalam berlakunya suatu peraturan

perundang-undangan. la kemudian dibedakan atas faktor-faktor subyektif

dan faktor-faktor obyektif.
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Interest terkai
it dengan Pandangan tentang manfaat bagi pelaku

an (pembuat U .
peran (p ndang Undang M&UpUN yang yang akan terkena),

dunia, agama, kepercayaan, politik, sosial, ekonomi

Rule adalah faktor bahwa orang berperilaku tidak hanya dalam satu

peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang

sering saling terkait. Oleh sebab itu pembuatannya harus selalu

mengingat - peraturan Perundang-undangan lain yang mungkin ada

kaitannya baik vertikal maupun horizontal.

Opportunity adalah faktor lingkungan (eksternal) dari pihak-pihak
yang akan dituju yang juga harus diketahui secara jelas sehingga
memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan
peraturan ;Sérundang—undangan yang akan dibuat.

Capacity adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri pelaku (internal)
yang mungkin punya masalah yang bisa mendorong mereka atau
menyulitkan mereka atau tidak memungkinkan mereka untuk mentaati
peraturan perundang-undangan.

Communication adalah faktor peran pihak yang berwenang atau
aparat dalam mengambil langkah-langkah, apakah sudah memadai atau

belum, untuk mengkomunikasikan peraturan perundang-undangnan

kepada pihak yang dituju.
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Process adalah
Prosedur bag pelaky peran untuk memutuskan

akah akan me
ap Menuhi atay {ga akan mematuhi terhadap peraturan

perundang-undangan

dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Peraturan Daerah Kota. (Ni'matul

Huda, 2005: 239) Hal inj luga sesuai dengan hierarki peraturan

perundang-undangan bahwa Peraturan perundangan yang lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih
tinggi.

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah, masyarakat
berhak memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan Raperda (Lihat Pasal 139 UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat ini ada hal yang

juga penting yakni adanya studi ilmiah yang dilakukan oleh pakar-pakar
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dalam bidang bidang Yang terk

{
ol rrigely 1 Q,,;,a'”,,/" molnturyan

paskah akadomik “‘""“'Huknn Draklal
ke

Yung ada naskah akadomis it
werupakan sebuahy g, :

n AN teontik (ay, konseptual yang sistematis yang
snjelaskan latar bl

men) ¢ akang (hmmmnyu sebunh poraturan. uranan favta

dan problematika, penjelasan tont

—

ang. materi-mater yang perlu diatur,

konsepsi-konsepsi serta analisis.arar.
S-analisis dar beberapa aspek atas materi-

materi yang akan diatyr

Dalam pen
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial asas yang

landasi adal -
me ah asas Kesetlakawanan;Keadilan, Kemanfaatan,

erpaduan; ' :
Keterp Kemitraan: Keterbukaan: Akuntanbilitas,

Partisipasi,Profesional; Berkelanjutan; dan Non diskriminasi Yang
dimaksud dengan “asas kesetiakawanan' adalah dalam penyelenggaraan

.{ kesejahteraan sosial harus dilandas; oleh kepedulian sosial untuk

membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan
kasih sayang. Mengantisipasi egoisme dan individualime dalam kehidupan
bahwasannya kita tidak hidup sendiri dan tergantung pada orang lain
dalam memenuhi kehidupannya.

Asas keadilan bahwasannya dalam  penyelenggaraan
kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak
diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban . Tidak
membedakan warna kulitras dan golongan sepanjang memang
membutuhkan bantuan untuk diperlakukan sama Sementara yang

d.imaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan
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kesejahteraan sosig ,
I harus membert manfaal bagi peningkatan kualitas

hidup warga neqar ,
gara Keberhaslan negara dalam kut campur dalam

ST T S £ T m—vm
~

mengurusi kesejahtera: .
g Jahteraan warga masyarakat menjadi cermin keberhasilan

3 dengan peningkatan \araf hidup warga masyarakat

As .
as keterpaduan berpijak pada asumsi  bahwa dalah dalam

penyelenggaraan kesejahteraan Sosial harus mengintegrasikan berbagai
komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan
Sinergis. Artinya bahwa perda dapat menjamin keterpaduan unsur-unsur
yang terkait dalam Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.Lebih lanjut
asas kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial
diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah
sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah

dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan
kesejahteraan  sosial.Kedua pihak  saling  bersinergi  untuk
terselenggaranya kesejahteraan sosial warga masyarakat.

Asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait
dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masyarakat sedini
mungkin harus mengetahui keijakan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan

yang dapat di akses secara mudah khususnya berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah dalam setiap

T T T TR T ET— T YRR - T RO

penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat

TTe——

T

e

o
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dpertanggungjawabkan sesua dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hal ini mengan(isipas, adanya penyimpangan terhadap

program kegiatan dan Pembiayaan yang timbul dari penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

Asas  Dpartisipasi dimaksudkan  bahwa dalam setiap

penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh

komponen masyarakat Ketika Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan

keputusan maka kegiatan ity akan didukung sepenuhnya boleh

masyarakat dan masyarakat ikut memiliki gan bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah dalam setiap
penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi
dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan
dilaksanakan seoptimal mungkin.

Asas  keberlanjutan  adalah  dalam menyelenggarakan
kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga
tercapai  kemandirian.Program  kegiatan yang berkelanjutan akan
mempunyai dampak yang baik bagi kelangsungan hidup warga
masyarakatnya.

Asas non diskriminasi adalah perlakuan yang tidak membeda-
bedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan

mental.
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Yang dimak
Suc
| dengarn koselaraan aender adals —
i jondar” adalah kesarmaan

kondist bagr laki-laky dar 4
L perempuan untuk memperoleh kesempatar serta

hak-haknya sebagar manusia
Gar manusia, agar mampu berperan dan berpartisipas

dalam kegiatan pc
0 gatan politik, hukum ekonomi, sosial budaya pendidivan dan

ahanan ¢
pertan: dan keamanan nasionaf (hankamnas), serta kesamaan dalam

kmat
meni i hasil pembangunan tersebut  Perda juga diharapkan

enyediakan ke
meny kejelasan upaya penegakkan hukum salah satunya

dengan penerapan sanksi. Perda juga menjunjung tinggi prinsip
imparsialitas (tidak berpihak) pada salah satu pihak dengan mengacu
pada peraturan perundang-undang diatasnya.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan berdasarkan
UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan
perundang-undangan yang baik yang meliputi:
Pasal 5:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis,hierarki, dan materi muatan,
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan;

g keterbukaan.

Pasal 6

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

3

samar serta lingkungan pantura yang cukup startegis dan menjanjikan
untuk para sopir dan hidung belang untuk mampir sekedar melepas
lelah, menjadi pemandangan hari-hari diperbatasan Batang-Semarang

Gelandangan semakin banyak karena tidak adanya lapangan
kerja dan mencoba mengais rizki dari memingta-meminta. Orang gila
pun hanya sekedar tangkap dan buang. Aktivitas ini yang selama ini
bak ‘permainan pingpong'. Dari Kabupaten A dibuang ke Kabupaten B,
dari KabupatenB membuang gelandangan dan orang gila ke
Kabupaten A, begitu seterusnya.

Pekerja anak atau anak yang bekerja di bawah umur sudah
mulai  marak,mereka banyak dipekerjakan di karaoke sebagai
pemandu lagu. Kebanyakan mereka bekerja karena tidak bisa
melanjutkan sekolah disebakan keterbatasan ekonomi untuk biaya
sekolah sehingga mereka melakukan pekerjaan itu yang kadang
ironisnya mendapat perlakukan yang tidak senonoh dari para
pelanggan dan bisa saja mereka akhirnya diajak kencan.Hal ini sulit
dihindari, namun mencari solusi bagaimana anak-anak usia sekolah
tidak bekerja dan dapat melanjutkan studinya belum dilakukan secara
maksimal. Waktu yang seharusnya dihabiskan untuk belajar di sekolah
mereka gunakan bekerja sehingga mempengaruhi pola pikirnya yang
penting dapat uang untuk mencukupi hidupnya. Pada sisi lain ada
sebagian mereka yang sekolah sampai sarjana akan tetapi mereka

tidak mendapatkan pekerjaan yang layak . hal ini menambah
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permasalah yang harus dicari solusinya. Masalah-masalah di atas
inilah yang menyebabkan kebjjakan kesejahteraan sosial yang dapat
dijadikan acuan guna Penyelesaian masalah sosial amat dibutuhkan.

Kebijakan  kesejahteraan sosial gj Kabupaten Batang telah

menemukan relevansinya.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan
Diatur Dalam Peraturan daerah .

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,
bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa
yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka,
bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan
bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah
Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah
berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta
menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pembangunan

Penyelesaian masalah sosial merupakan aktivitas yang dilalukan
pemerintah bersama masyarakat dan pihak yang terkait. Kebijakan

kesejahteraan sosial untuk menyelesaikan masalah sosial yang dilakukan
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secara terencana dan terintegras; dapat menghasilkan output dan dampak
yang lebih baik. Kebijakanyang ada diharapkan akan mendorong

kerjasama yang lebih baik antara: antar instansi pemerintah, antara
pemerintah dengan masyarakat dan Swasta guna menyelesaikan masalah

sosial. Semangat darj kebijakan ini adalah pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat  akan diperkuat, sehingga mampu mandiri  dan

terangkat/terenyahkan dari masalah sosial. Perda kesejahteraan sosial
tentunya dengan demikian akan berusaha menjadikan manusia menjadi

manusia yang SeUtUhnya,bermanabat' sehat jasmani dan rohani, serta

terpenuhinya kebutuhan material dan spiritualnya.
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BAB Il
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Data yuridis menunjukkan bahwa ternyata belum terdapat
Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai Kesejahteraan
Sosial di Kabupaten Batang. Padahal landasan yuridis ini penting sebagai
payung hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam penanganan
masalah sosial, yang merupakan kewajiban dari Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan hal tersebut, terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar perlunya dibentuk Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945;

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
b. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 D “persamaan kedudukan dalam

hukum dan pemerintahan terhadap segenap penduduk tanpa

kecuali

c. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan secara tegas bahwa tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan
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al '
d. Pasal 28 jo Pasal 28 £ ayal (2) dan (3) *kemerdekaan segenap

penduduk  untuk  berserikay dan  berkumpul, mengeluarkan

pendapat/pikiran

e. Pasal 28 B ayat (2) 'setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang sertg berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminas;.

f. Pasal 29 ayat (3) jo Pasal 28 E ayat (1) “Kemerdekaan beragama

dan menganut kepercayaan

g. Pasal 27 ayat (3) jo. Pasg| 30 ayat (1) “setiap warga Negara berhak
dan berkewajiban ikut sertg dalam usaha pembelaan Negara.

h. Pasal 31 jo. Pasal 28 ¢ “setiap warga Negara Indonesia berhak
mendapatkan  pendidikan  dan memperolen manfaat ilmu
pengetahuan dan teknologi.

i. Pasal 34 “ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara,
hak jaminan sosial, fasilitas pelayanan umum.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

—daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

(Lembaran Negara tahun 1950 nomor 24, Berita Negara tanggal 8

Agustus 1950

Undang-undan Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara pidana
(Lembaran Negara RITahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3209)

Pasal : 6 dan 7 tentang penyidik dan wewenang penyidik
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Undang-unda
g NG Nomor 23 tahyp 2002 tentang Perlindungan Anak

emba
(L ran Negara Tahyn 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara nomor 4235); pagq) 3 dalam asas dan tujuan :

Pasal 3 Perli -
' rlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya

hak-hak anak agar gapat hidup tumbuh , berkembang, dan

berpartisipasi  secara Optimal sesuai harkat dan martabat
anusi i

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi ,demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

mulia dan sejahtera.

2. Undang-Undang No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
a. Pasal 10

Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui bahwa -

(1) Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan
kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan
mendasar dari masyarakat, terutama bagi pembentukannya
dan selama keluarga ini bertanggung jawab atas pemeliharaan
dan pendidikan anak-anak yang menjadi tanggungan

(2) Tindakan perlindungan dan bantuan khusus harus diambil
untuk kepentingan semua anak dan orang muda tanpa
diskriminasi apapun karena alasan keturunan atau kondisi

lainnya. Anak-anak muda harus dilindungi dari eksploitasi
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ekonomi dan '
Sosial Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan

yang meruys
ak mora| atgy kesehatan atay yang membahayakan

kehidupan
Pan mereka atq, yang sangat mungkin menghambat

perkemban
9an mereka secarg normal harus dokenai sanksi

hukum. N = i
€gara-negara luga harus menetapkan batas umur

minimal  bag;i i
g anak-anak yang memasuki pasaran kerja,

sehingga Mempekerjakan anak dibawah batas tersebut dengan

imbalan harys dilarang dan dikena; sanksi hokum.
b. Pasal 12

(1)

Negara-negara pihak Pada kovenan ini mengakui hak setiap
orang untuk menikmat; Standar tertinggi yang dapat dicapai
dalam hal kesehatan fisik dan mental.

(2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara-negara pihak

pada kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak

ini, harus meliputi hal-hal yang perlu untuk :

(@) Mengusahakan penurunan tingkat kelahiran mati dan

kematian bayi serta perkembangan anak yang sehat

3. Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
Pasal 14
(1) "....akan tetapi apapun yang diputuskan dalam suatu perkara
pidana atau perdata harus diumumkan, kecuali bilamana

kepentingan anak-anak dibawah umur menentukan sebaliknya,
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atau bilama
na Persidangan lersebut mengenar perselisihan

perkawinan atay Perwalian anak-anak"

rehabilitasinya,
Pasal 18

(4) Negara-negara pihak Pada kovenan ini berjanji untuk

menghormati kebebasan orang tua dan jika ada, wali yang sah
untukmemastikan bahwa Pendidikan agama dan moral bagi

anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 23

(4) ... Ketika perkawinan berakhir, harus dibuat ketentuan yang

diperlukan untuk melindungi anak-anak”.

Pasal 24

(1) Setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul
kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahira, berhak atas
upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan

(2) Setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus
mempunyai nama

(3) Setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan
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Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang Pengosahan Konvensi

tentang Pﬂnghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan

Pasal 16

(1) Negara-negara pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus
untuk  menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap
Perempuan dalam semua masalah yang berhubungan dengan

perkawinan dan hubungan keluarga dan berdasarkan

persamaan antara laki-laki dan perempuan, terutama harus
memastikan :

a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan,

b) Hak yang sama untuk memilih suami secara betas dan untuk

memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan

yang bebas dan sepenuhnya;

¢) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan

pada pemutusan perkawinan

(d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua,
terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang
berhubungan dengan anak mereka, dalam setiap kasus
maka kepentingan anak-anak harus didahulukan,

(f) Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal
pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengakngkatan

anak, atau pranata-pranata yang sama dimana terdapat
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Sﬂllﬂp l\"t;uc‘
A8US - kepentingan  anak-anak  moreka  harus
didahulukan
(@) Pertunangan d:
angan - dan  perkawinan seorang anak  tidak  boleh

memiliki akib
akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang

diperfukan term
asuk perundang-undangan untuk menetapkan

batas us
'a perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan

pada kantor catatan sipil yang resmi

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Pasal 5 "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri

dan status kewarganegaraan
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I 6 "Seti
Pasal 6 "Setiap anak berhak yntyk beribadah menurut agamanya,

berpikir dan berekspresi Sésuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 ,

(1) Setiap anak berhak  yuntyk mengetahui orang tuanya,

dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suaty sebab orang tuanya tidak dapat
menjamin tumbyh kembang anak atay anak dalam keadaan
terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat
sebagai anak asuh atay anak angkat oleh orang lain sesuai
dengan ketentuan Peraturan  perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan  pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

Pasal 10

"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan
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tingkat kece
g rdasan  dan USlanya demi pengembangan dirinya

sesual dengan nilaj.nja; kesusilaan dan kepatutan
Pasal 11

b
luang. bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan

berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya

demi pengembangan diri.

Pasal 12

"Setiap anak yang Menyandang cacat berhak memperoleh

rehabilitasi, bantuan Sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan

sosial

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a.  diskriminasi;

b.  eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
c. penelantaran;

d.  kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.
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Pasal 14

etiap a i
Setiap anak berhak untyk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali
ika ada alasan dan/atau aturan hykum yang sah menunjukkan

bahwa pemisahan ity adalah dem, kepentingan terbak bagi anak '
dan merupakan Pertimbangan terakhir

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

o

penyalahgunaan dalam kegiatan politik

b pelibatan dalam sengketa bersenjata

¢ pelibatan dalam kerusuhan sosial,

d pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
kekerasan, dan

e pelibatan dalam peperangan

Pasal 16

(1) Setap anak berhak memperoleh perindungan  darn
sasaran penganiayaan, penyksaan, atau penatuhan hukuman
yang tidak manusiaw

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk

a mendapatkan  perlakuan secara  manusiawi  dan

penempatannya dipisahkan dan orang dewasa,
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b memperole
PErolen bantuan nhukum atau bantuan lainnya secara

efektif '
It dalam Seliap tahapan upaya hukum yang berlaku;
dan
c me Iri
mbela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan

ana [ekti i
K yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup
untuk umum

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaky tindak pidana berhak

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menghormati dan menjamin  hak asasi setiap anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya
dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi

fisik dan/atau mental

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
memberikan  dukungan sarana dan prasarana dalam

penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
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menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,

bakat, dan minatnya: dan mencegah terjadinya perkawinan

pada usia anak-anak.

‘ (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui

keberadaannya, atau karena syaty sebab, tidak dapat

melaksanakan kewajiban dan  tanggung jawabnya, maka

kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 27

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan
dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan
dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses
kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan
orang tuanya tidak diketahui keberadannya, pembuatan akta

kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan

orang yang menemukannya
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Pasal 28

(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah
yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-
rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) idak dikenai biaya

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan
akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur

dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya

tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar,

baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial
(2) Pengasuhan anak sebagamana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan oleh lembaga yang mempunyal kewenangan untuk

itu

(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama
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dengan agama yang menjadi landasan lembaga Yyang

bersangkutan.

(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak
berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak
harus memperhatikan agama yang dianut anak yang

bersangkutan.

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau
di luar Panti Sosial.
(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-

lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan

ayat (5).

Pasal 30

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26,
melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan
tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat
dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan
kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui penetapan pengadilan
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Pasal 31

1) Dalam h
(1) al orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan

hukum,  at :
au  tidak diketahui tempat  tinggal atau

keberada
annya, maka Séseorang atau badan hokum yang

memenuhi _
| Persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak
yang bersangkutan

(2)

t tadi wat
Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dlakukan melalui penetapan pengadilan
Pasal 33

(3) Wali yang ditunjuk Sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk  berdasarkan penetapan  pengadilan

sebagaimana dikamksud dalam Pasal 33, dapat mewaliki anak

untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar

pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi

Pasal 35

(1)  Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan
mengenai wali, maka harta kekeyaan anak tersebut dapat
diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang

mempunyai kewenangan untuk itu.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(2) Balai Harta |
Peninggalan alau lembaga |ain sebagaimana

dimaksud
Pada ayat (1) ber(ingak sebagai wali pengawas untuk

kepentingan anak

3) Pen -
(3) gurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) harus mendapat Peénetapan pengadilan.

Pasal 36

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk i kemudian hari tidak capak
melakukan  perbuatan  hukum  atay menyalahgunakan
kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut
dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penstapan
pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai
wali melalui penetapan pengadilan.

Pasal 37

Pengasuhan

Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak

dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik,

mental, spiritual maupun social.

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak,

urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
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(2)

mental, spiritual maupun Sosial, tanpa mempengaruhi agama

yang dianut anak

6. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967), yang berbunyi: Peraturan pelaksanaan Undang-Undang
ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
ciundangkannya Undang-Undang ini.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); Pasal 36 UU menyatakan :

(1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat

persetujuan bersama DPRD.
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(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi

daerah provinsi/ kebupaten/kota dan tugas pembantuan.

(3) Perda sebagaimana dimaksuq ayat (1) merupakan penjabaran

lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi  dengan memperhatikan ciri khas masing-masing
daerah.

(4)  Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang bertentangan
dengan kepentingn umum dan/ataui peraturan perundanga-
undangan yang lebih tinggi

(5) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku setelah
diundangkan dalam lembaran daerah.

Dalam Penjelasan Umum dinyatakan bahwa urusan
Pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan. Yang dimaksud dengan urusan wajib
ialah merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan
dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Kesejahteraan Sosial merupakan urusan pemerintahan yang
erat hubungannya dengan penyediaan sarana dan prasarana umum
(Pasal 14 ayat (1) huruf d); pengendalian lingkungan hidup (Pasal 14
ayat (1) huruf j); pelayanan administrasi umum pemerintahan (Pasal 14

ayat (1) huruf m); penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya (Pasal 14

ayat (1) huruf o).
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Menurut Pasal 136, Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala

Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

(1)Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan:

(2) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih
tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing;

(3)Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang
bertentangan dengan kepentingan umum danfatau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku setelah
diundangkan dalam lembaran daerah

Pasal 139

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lesan atau tertulis
dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda,

(2)Persiapan,  pembentukan, pembahasan, ~dan pengesahan
rancangan peraturan daerah berpedoman kepada peraturan

perundang-undangan

7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 nomor nomor 141)

Pasal 1
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pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan

Peraturan Perundang - undangan yang mencakup tahapan

perencanaan  penyusunan, Pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 ‘Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi sebagai
daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3652);
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BAB v
LANDASAN FILOSOFIS, S0S10L0GIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Fllosofis

Bangsa yvang b ads
( yang baik adalah bangsa yang berdaulat, mandiri

terpenuhi kebutuhan material dan spintualnya. Jika ada salah satu
kebutuhan yang tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah
dalam pembangunan. Dalam konteks ini, salah satu yang penting
dibahas adalah masalah sosjal

Selama ini, masalah sosial akrab dengan masalah yang terkait
dengan kemiskinan, pengangguran, kebodohan, keterbelakangan,
rendahnya motivasi dan kemampuan, dan rendahnya akses kepada
fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta rendahnya akses kepada
modal. Semua masalah di atas saling terkait, dan saling tumpang
tindih.

Pendekatan pembangunan selama ini yang parsial dan sektoral
tentu tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang multisektor.
Oleh karena itu, kebijakan kesejahteraan sosial yang mengatur tentang
penyelesaian masalah  secara lebih  holistik  mendapatkan
pembenarannya. Kebijakan kesejahteraan sosial harus mampu
menstimulan lahirya kesatu-paduan antar instansi pemerintah untuk

menyelesaikan masalah, serta menstimulan kepedulian masyarakat

dan swasta untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah sosial.
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B. Landasan Sosiologis

ebijak; ' i
Kebijakan kesejahteraan Sosial merupakan program bersama

ar elemen ban
ant gsa guna menyelesaikan masalah sosial. Dan

masyarakat  kita sebenarnya  sydan terbiasa dengan upaya

elesaikan i
meny masalah sosial secarg bersama-sama, istilah-istilah

seperti: "gugur gunung’, “sambatan’” “cawe-cawe” dan yang serupa

dengannya menunjukkan rasa kepedulian yang tinggi dari masyarakat
(khususnya di Jawa) guna membanty menyelesaikan masalah sosial.
Ajakan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sosial
yang ada disekitar merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan
guna memperkuat modal sosial. Moda| sosial merupakan salah satu
modal pembangunan yang diharapkan terus menguat dan membesar.
Modal sosial yang baik akan mudah menstimulan satu warga negara

membantu warga negara lain, memperkuat jaringan kerja dan

meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial.

C. Landasan Yuridis
Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah , maka
kabupaten batang merupakan salah satu daerah otonom yang berhak
untuk mengatur dan mengurus urusan dan pemerintahan yang telah
diserahkan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme peraturan
perundang-undangan, baik berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004

dengan perubahannya, maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan
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pemerintah  No. 38 gpp, 2007 tentang Pembagian urusan

pemerintahan memperjelas bagi Pemerintah daerah Provinsi maupun

pemerintah Kabupaten Batang berhak mengarahkan , membimbing

dan membantu sertg mengawasi Penyelenggaraan kesejahteraan

sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

.dan wajib memberikan pelayanan yang baik.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan yang penting dalam parda ini adalah
masalah penyelenggaraan kesejahleraan sosial Lingkup pelayanan
meliputt penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang maslah
anak, penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang maslah fakir
miskin, penyelenggaraan sosial penyandang maslah keterlantaran
dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang maslah
kecacatan.

Ketentuan penyelenggaraan berkaitan juga dengan institusi
pemerintah sebagai penanggung jawab. Aspek kelembagaan juga
dikategorisasikan sebagai bagian integral dari pilar utama dan faktor
kunci dalam manajemen (pengelolaan). Bertumpu pada asas kepastian
hukum, maka pembebanan tugas dan tanggungjawab kelembagaan
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dinyatakan secara tegas
dalam produk hukum daerah. Penegasan dilakukan dengan
penyebutan secara tegas lembaga mana yang diberi wewenang dan
pengelolaan  kesejahteraan sosial.  Namun, untuk antisipasi
perkembangan institusi dan jangkauan wilayah pengelolaan yang

tidak tercakup dalam tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

59

institusi tertentu, produk hukum juga membuka kemungkinan nama

institusi yang diberi wewenang pengelolaan

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Pada b '
ab awal mengenai Ketentuan Umum pada dasarnya

berisi batasan-batasan atau definisi, akronim yang digunakan di dalam

peraturan dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi
pasal-pasal yang ada di dalam materi peraturan. Dengan demikian,
berisi mengenai batasan pengertian yang nantinya akan banyak

digunakan di dalam pasal-pasal. Batasan yang termuat di dalam

Ketentuan Umum selain bersifat menegaskan juga akan mengurangi
pengulangan kalimat di dalam perda. Seperi kata Daerah yang
dimaksud adalah Daerah Batang sehingga di dalam pasal-pasalnya
penulisan kata daerah Batang cukup ditulis kata Daerah.
Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa Ketentuan Umum
dimaksudkan untuk memberikan penegasan dan batasan. Beberapa

istilah yang perlu dicantumkan selain yang sudah disebutkan di atas

adalah :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupater: Batang.

2. Bupati adalah Bupati Batang
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Dewan Pe '
wakilan  Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan
gan DPRD  aqgg|an Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Batang.

bertugas  dalam bidang perlindungan  sosial  dan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD
adalah bagian dari SKPD

. Kesejahteraan sosig| adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya.

/. Penyelenggaraan kesejahteraan sosialadalah upaya yang
terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah
Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara khususnya
perempuan dan anak, yang meliputi rehabilitasi sosial, jJaminan

sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

8. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan

pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu
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melaksanakan fungsi sos,

i'lly S an
¢ a ‘.3(.("{] th](" (“”cl"l kohldllp‘

9 Pemberdayaan Sosial adal
<

ah semua upaya yang diarahkan

untuk menjad
Jadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial

mempunyai -
bunyal daya, sehinggq mampu memenuhi  kebutuhan

dasarnya.

10 Jaminan sosia| adalah skema yang  melembaga untuk

meniam
njiamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar

hidupnya yang layak.

11. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sealanjutnya
cisebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok
masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan
material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak
dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan
minimum baikjasmani, rohanimaupunsosial, oleh karenanya
memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk

memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

12.  Pelayanan kesejahteraan social adalah serangkaian
kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga
maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami
permasalahan 'social baik yang bersifat pencegahan,

pengembangan  maupun  rehabilitasi guna  mengatasi
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permasalahan ' i
yang dihadapj dan/atau memenuhi kebutuhan

secara memadaj i
sehingga mereks mampu menjalankan fungsi
social secara memada;

13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya
disingkat PMKS  adalah Perorangan, keluarga atau kelompok
masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan
material baik yang berasg dari dalam maupun dari luar dirinya

sehingga tidak dapat Mmelaksanakan fungsinya untuk memenuhi

kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.

14. Perlindungan sosial adalah Semua upaya yang diarahkan untuk

mencegah dan menangani resiko dari permasalahan sosial.

15. Penjangkauan  sosial  adalah serangkaian  kegiatan
penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan dan
tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan permasalahan
sosial, agar perempuan dan anak tersebut memperoleh

pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

16. Organisasi sosial adalah sualu perkumpulan sosial yang
dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang
berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi

masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
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17 Panti Sosial gl
ah iInstitusi wtau satoan karja yang didinkan

oleh  masyarakat
{
Naau pemenntal yang  momberikin

pelayanan kosojahternan 80810

18 Anak  ad a
Slah n0s60rang yong  bolurm borusie 18

(delapanbelas) tah .
4N termasuk  anak yang masih  dalam

kandungan

Anak Balite
19 Balita terlantar adalah anak yang berusia 0-4 tahun

yang karena sebab tertenty, orang tuanya tidak dapat melakukarn
kewajibannya  (karena beberapa  kemungkinan:  miskin/tidak
mampu,  salah  seorang  sakit, salah seorang/kedua-
duannyameninggal,  anakbalitasakity  sehingga  terganggu

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan

perkembangannyabaiksecarajasmani, rohanimaupunsosial.

20. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi

kebutuhannya secar wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.

21.  Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami
hambatan fisik dan atau mental sehingga terganggu

pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

22. Kesejahteraan anak adalah suatu kehidupan anak yang
dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan

wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
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Keluarge
23 ga adalah ynj terkecil dalam masyarakat yang terdir!

dan suami str -
+ 8lau suamj sty gan anaknya, atau keluarga

darah d '
se alam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan
derajat ketiga.

24.  Keluarga fakir miskin agalah keluarga yang tidak mempuny!

sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan
alau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi

tidak dapat memenuhi kebutyhan pokok yang layak.

25.  Kekerasan dalam ruman tangga adalah setiap perbuatan

terhadap seseorang terytama perempuan yang berakibatl

timbulnya kesengsaraan atau penderitaaan secar fisik, seksual,
psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

lingkup rumah tangga.

26. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai
kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengggangu atau
merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan
secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan

mental.
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27.  Pengasuha
N adalah berbagai Upaya yang diberikan kepada

anak yang tid '
g tidak Mempunyaj oranglua dan terlantar, anak

A

rohani, jasmani, maupuyn sosial

8. Bantua i
2 N sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau

sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada
warga binaan sosig| yang tidak Mampu agar dapat meningkatkan
taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi

sosialnya secar wajar kehidupan masyarakat baik rohani,

jasmani, maupun sosja|

29. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Batang dan

warga asing yang tinggal di Kabupaten Batang.

30. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang

mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesajahteraan

sosial.

Pengaturan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial
meliputi  penyandang  masalah kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud dalam, meliputi: anak balita terlantar,anak terlanta: anak nakal:

anak jalanan; anak cacat; penyandang cacat;lanjut usia terlantar;wanita
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T

an sosial ekonomi: kely ,
raw | arga fakir miskinkeluarga : ,
ak layak hunikeluarga rentan yang tinggal di rumah

elan;
Jutnya bahwasannya pengaturan
SOsig|

T

penyelenggaraan kesejahteraan

dllakukan berdasarkan asas

T

erbukaan; Akuntanbilitae- -
Ket tas; Partlsmasi; Profesionalitas: Berkelaniut
) elanjutan;

dan Non diskriminasi,

uh dan berke
tumb mbangnya Permasalahan kesejahteraan sosial
memulihkan fungsi-fungsi

dalam mencapai  kemandirian;

meningkatkan - ketahanan sogig masyarakat dalam mencegah dan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial  bertujuan  untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian:

meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan
menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kesadaran,
kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan; meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kepedulian

masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara

melembaga dan berkelanjutan.
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L Ketentuan tent;
[ dn,l "(""I""”lh”“ Jelerire - - & eniahy aart a0%1al
[ Mgaaraan ke Jc,],ﬂ,[r,.r.).].l 50514

enjadi kewajban 5
men) ' bersama antarg Pemarnntah Daerah, masyararat

anisasi sosial dan
org: : dunia usaha yang dilaksanakan secara terpadu dan

[eIREIRIED San diprionitaskan kepada yang memilki kehidupan yang

idak layak secara : ;
tidak lay kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial

kemiskinan . ketelantaran, kecacatan korban tindak kekerasan yang

dilaksanakan dengan melalui - Usahg Preventif, Usaha Represif, Usaha

| Rehabilialit - Usaha Perlindungan dan Penunjang. Selanjutnya teknis
pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan diatur lebih lanjut dengan
" Pperaturan Bupati.

Rancangan perda kesejahteraan sosial memuat secara lengkap
Penyandang masalah anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari orang tua, keluarga,
masyarakat, dan pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang
secara wajar; berhak untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan
sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk
menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna; berhak mendapatkan
pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan
yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan
perkembangannya secara wajar; berhak mendapatkan pertolongan
pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang

membahayakan. setiap anak berhak mendapat perlindungan dari

. orangtua atas segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran,
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perlakuan buryk. ekploitag;

dan Pelocehan seksual, serta hak atas
pengasuhan, bimbingan, agama, d

TR TR

an mental sosjal

Larangan lerhadap anak

luga diatur yaitu setiap orang dilarang
menelantarkan, melakukan

D e T Sat abe o

tindak kekerasan dan/atau eksploitasi
terhadap anak ' ~
P dan setiap orang dilarang memperkerjakan anak di bawah

T

jahteraan anak

iputi:
meliputi: - Perawatan  qan Pengasuhan ; Pelayanan kesehatan dan

perbaikan gizi; Pelayanan pendidikan dan rekreasi ;Bimbingan agama,

mental dan SosialiRehabiltasi  sosial ;Bantuan sosial:Reunifikasi

i
E
[E
i
g
k
B
| %
|

keluarga;Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Pelayanan pemakaman ;Pelayanan bantuan hukum;Pemeliharaan taraf

kesejahteraan sosial :Penyediaan sarang perawatan anak ditempat

kerja;Perlindungan sosial khusus lainnya.;Bagi anak dengan kecacatan
selain mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak
juga mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan aksesbilitas.

Rancangan perda juga mengatur penyelenggaraan kesejahteraan

social penyandang masalah Fakir Miskin.Bahwa dalam rangka untuk
meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga
dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak maka
Pemerintah Daerah melakukan: Pendataan;seleksi; bimbingansosial:
pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;

fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
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fasilitasi pemasara
N hasil usaha, fasias penempatan tenaga kerja

eningkatan deraj
p g rajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal,

ingkata o
pening N rasa aman qa tindak kekerasan dan kejahatan Dengan

ran meliputi T
sasaran meliputi: keluargafakir Miskin; keluarga yang tinggal di rumah tak

layak huni; wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau keluargarentan.
Raperd i
perda mengatur juga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Ketelantaran untuk menjamin setiap orang dapat

terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atay menjalankan fungsi-fungsi sosial

didalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya. Dalam

melaksanakan  penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang
masalah keterlantaran Pemerintah Daerah melakukan: identifikasi dan
penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran; perawatan
dan pengasuhan; pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan
psikososial; reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau
dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial: pelayanan
pemakaman. Sementara sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial
penyandang masalah keterlantaran meliputi: balita terlantar: anak
terlantar; dan/atau lanjut usia terlantar.

Terhadap penyandangan masalah kecacatan juga diatur untuk
mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak
¢ 'diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif
bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini

diupayakan dengan pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang
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kecacatan terhadap pel i
Pelayanan pypiy antara lain penyediaan infrastrukt

dan pelayanan socig|

ur

pela i
yanan rehapjjitgs sosial dalam bentuk

imbinganfisik; bimbi .
bimbing Imbingan Sacial dan konseling psikososial: pelayanan

ksesibilitas; bantua : ;
a N dan asistens; sosial; bimbingan resosialisasi

:bimbingan lanjut; dan/atay fujukan;  Pemberian bantuan dan jaminan
sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi

direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan

kesehatan  berkala dan pelayanan pemakaman, memfasilitasi
penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi
kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesame penyandang cacat.
Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan social penyandang masalah
kebacatan meliputi: a. tuna daksa; tuna netra: tuna rungu/wicara; tuna
grahita; dan/atau cacatganda.

Rancangan perda juga memuat lengkap tanggungjawab

pemerintah daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial yang dilaksanakan melalui:perencanaan, pelaksanaan, ‘
f

pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan f
kesejahteraan_sosial, penerapan standar pelayanan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial; penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta

terhadappenyelenggaraan

T

sarana dan prasarana; pemberian kemudahan

kesejahteraan sosial; pengembangan kapasitas kelembagaan dan

TR A, S P I P

a
g
¢
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kecacat

an terhadap pela
an
yanan publik antarg 1 penyediaan infrastruktur

dan pelayanan socia|
Pelayanan fehabilitasi sosial dalam bentuk

asidan dia ‘ i
moliv gnosis psikososial, Perawatan dan pengasuhan, pelatihan

sional dan ‘ :
voka Pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spintual,
imbinganfisik; bimbi -
bimbing Imbingan social gan konseling psikososial, pelayanan

sesibilitas; bantu , _
3 an dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi

-pimbingan lanjut; dan/atay fUukan;  Pemberian bantuan dan jaminan

sosial bagl penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi

direhabilitasi, berupa bantyan makanan, sandang, pemeriksaan

kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman, memfasilitasi

penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi

kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesame penyandang cacat.
Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan social penyandang masalah
kebacatan meliputi: a. tuna daksa; tuna netra; tuna rungulwicara; tuna
grahita; dan/atau cacatganda.

Rancangan perda juga memuat lengkap tanggungjawab
pemerintah daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang dilaksanakan melalui:perencanaan, pelaksanaan,
pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, penerapan standar pelayanan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial; penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta
sarana dan prasarana; pemberian kemudahan terhadappenyelenggaraan

kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas kelembagaan dan
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sumberdaya sosial <
a4 Sesual perkembangan  jimu pengetahuan  dan

teknologi; memf
asiltasi partisipas; dari masyarakat, organisasi sosial
dan/atau dunia usa
aha terhadap Penyelenggaraan kesejahteraan sosial

i .
Menjadi tanggungjawab | SKPD/UKPD menyusun  rencana

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana

AT TR
Al .

Pemban i
gunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang selanjutnya diatur

dengan Peraturan Bupati,

R L S

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat membutuhkan

peran  serta  masyarakat yang dapat  dilakukan  oleh:

Perseorangan;Keluarga; Organisasi keagamaan; Organisasi sosial
kemasyarakatan; Lembaga swadaya masayarakat: Organisasi profesi:
Badan wusaha; Lembaga kesejahteraan sosial;, dan Lembaga
kesejahteraan sosial asing. Demikian juga pemerintah daerah dapat
mengadakan Kerjasama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.Bentuk kerjasama dapat berupa:

a. Pembinaan lanjut;

b. penyuluhan sosial

c. pelayanan kesehatan

d. penyediaan kesempatan kerja

e. pendidikan dan latihan

f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

g. pendanaan
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h. pengadaan sarang dan prasarang

Pemerintah pj
e
rah herlanggungjawab melakukan  pembinaan

penyelenggaraan kesejahleraan meliput; -

a. Koordinasi;
b. Penetapan Pedoman dan standar-

c. Pemberian Penyuluhan, bimbingan, Supervisi, dan konsultasi:

d. Penelitian, P€mantauan, dan evaluasi

Tugas pengawasan Merupakan tugas pemerintah daerah atas
penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan
wewenangnya. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan
akuntabilitas.

Untuk efektifnya suaty kebijakan pemerintah maka sangat
didukung adanya penegakkan hukum yang didahului tindakan berupa
penyidikan . Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil
(PPNS) dilingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas
penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana;

C. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan

, i sehubungan dengan tindak pidana;
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. memeriksa buku-
ku-buku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;

. melakukan
Penggeledahan  untuk mendapatkan barang  bukti

embukuan
P » PeNcatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap barang bukti tersebut:

meminta -
bantuan tenaga ahji dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana:

. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana

dimaksud pada huruf e Pasal ini:

. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan

tindak pidana;

memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya;

k. melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Sanksi
't Morupakan bagian

panutug, yonyg  peanting  dalam

penormaan  hukum Pada

Umumnya  figap gunanya  memasurkan

fban‘kOWr (l 15 ¥
kewa| ajiban atay 'ﬂf-"!n-'m-lm:mgan bagi warga dalam p

eraturan per P
¢ Undd”g‘und"’”(l?ln. manakala aturan tingkan lakiu itu

i apat ) .
tidak dapat dipaksakan (dalam hg diperlukan). Terhadap pelanggaran

materi perda khususnya Pelanggaran pidana dapat dikenakan kepada

(1) Setiap orang yang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan

danfatau eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanks; pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 77 huruf b, Pasal 80, pasa 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Undang-

undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
(2) Setiap orang yang memperkerjakan anak di bawah usia kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang

No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan peralihan adalah merupakan sesuatu yang bisa
dicantumkan maupun tidak di dalam materi muatan perda, tergantung
kebutuhan. Ketentuan peralihan berisi penyesuaian terhadap peraturan
perundangan yang sudah ada pada saat perda baru dimulai agar perda
~ dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan
- hukum baru. Perda juga harus memuat tentang segala hubungan hukum
yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat

b maupun sesudah peraturan daerah dinyatakan mulai berlaku.
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Mengingat ra
- n
cangan perda mengandung mater muatan yang
dalam beberapa hal
ada perbedaan dengan peraturan yang lama, dan

erda juga men
perda jug galur tentang masalan pembebanan kewajiban tertentu

ada peme
kep Pemerntah  daerah gan Masyarakat, maka perlu adanya

etentuan peral;
k peralihan yang memyat ketentuan yang harus dilakukan oleh
asyarakat mau ‘ i
masy pun pejabat yang ditunjuk, karena dimungkinkan ketika

perda dinyatakan berlaku masin ada permasalahan hukum yang terkait

dengan masalah pengelolaan sampah. Untuk itu di dalam perda yang

ru harus di [
ba dicantumkan dj dalam ketentuan peralihan. Ketentuan

peralihan juga dapat memuat masa transisi atau toleransi pemberlakuan
norma untuk hal-hal tertentu dalam kurun Waktu tertentu.

Pada bagian penutup berisi ketentuan pelaksanaan lebih lanjut
dari perda. Mengingat bahwa ketentuan perda adalah merupakan
pengaturan yang bersifat umum, maka untuk hal-hal tertentu yang bersifat
lebih teknis harus dilaksanakan oleh peraturan pelaksana baik itu dalam
bentuk Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Amanat untuk
adanya ketentuan lebih lanjut harus secara tegas dimuat di dalam pasal
untuk kemudian dilakukan penegasan di dalam ketentuan penutup. Selain
itu ketentuan penutup memberikan peluang agar perda dapat lebih
aplikatif atau dapat dilaksanakan

Rumusan Ketentuan Penutup Raperda  Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut,"Peraturan Daerah ini mulai

berlaku pada  tanggal  diundangkan. Agar  setiap  orang
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BAB VI

PENUTUP
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Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234)

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
%'ambahan Ler%baran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Undang-Undang
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Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468)
terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia Nomor 4419)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia
Nomor 4456)

Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)

Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentangPengesahan International
Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penang-gulangan
Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3177)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan
Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3206)
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan

Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3367)

Peraturan Eemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4451)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4637)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737)
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BUPATI BATANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa masalah sosial di Kabupaten Batang
terus meningkat dan semakin kompleks,
sehingga diperlukan upaya penanggulangan
secara menyeluruh, terpadu dan
berkelanjutan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah dan masyarakat;

b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial
bagi penyandang masalah sosial perlu
mendapat prioritas sesuai dengan yang
dibutuhkan;

c. bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib
yang menjadi tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan
pengaturan mengenai penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ maka perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Batang tentang
PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial;

Mengingat . 1. Pasal 18 Ayat (6) Unc_iang-Undang Dasar
e Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
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3.

10.

tent: .

Kq‘lt).lllnu Pembentukan Daerah-Daecrah

l)}'n\"p";‘l‘"n l)ulm.n Lingkungan  Propinsi
awa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);

Undung-Un(!ang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan  Anak (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 1979
Nomor. 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi
Te.rhfada;.) Wanita (Convention On The
Ellm.mat!on Of All Forms Of Discrimanation
Against Women) (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 327 7);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3668);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3670);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
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11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undnnu-Umlunu

Nomor 20 Tahun 2003
tentang  Sistem Pendidikan Nasional
g;;'(‘)‘;hli\;l‘un Nf_‘,”“”“ Republik Indonesia Tahun
- omor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones;

a Nomor 9 301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Per

aturan Perundang-
undangz}n (Lembaran Negara Republik
Indoneslla Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lemba

ran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor § Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4468) terakhir
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-undang Nomor 11 tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4557);

Undang-Undang No 12 tahun 2005
tentangPengesahan International Covenant
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18.

19.

20.

21.

22

23

24.

On Civf'l And  Political Rights (Kovenan
Inlg‘r.nusmnal Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik)(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4558);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980
tentang Penang-gulangan Gelandangan dan
Pengemis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3177);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981
tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3206);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi
Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3367);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004
tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4451);
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).

20.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintaly Nomor 4 Tahun 2006
tentang - Penyelengparnan dan  Kerjasama
I:vm”m"‘“ Korban Kekeragsan Dalam Rumah
Tangga . (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4()()4);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
lentang  Sistem Pelatihan Kerja Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor
... Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah  Tahun.....Nomor...
Tambahan Lembaran Daerah Nomor......);

bt

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor

Tahun ..... tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat(Lembaran Daerah
Tahun.....Nomor...., Tambahan Lembaran
Daerah Nomor...... );

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor

: Tahun .... tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga -
Lembaga Teknis Daerah
KabupatenBatang(Lembaran Daerah

Tahun.....Nomor...., Tambahan Lembaran
Daerah Nomor...... );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG
dan

BUPATI KABUPATEN BATANG
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MIEM U IMKAN:

cetapkan :::?:;C'WNAN DALRAI TN AN
NYELENGGARAAN KESIIAITERAAN SOSIAL

M

' BAR |
KEETENTUAN UMUM

Pasal |

pacrah adalah Kabupaien Batang

pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Batang,

Bupati adalah Bupati Batang

WS —

a e il: > . o .
Dewan Perwakilan  Rakyat Daeral yang selanjutnya disingkat dengan

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat D

La

acrah Kabupaten Batang,
wrin Pers g . . -
5. Sall)mn Kerja )[ crangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
z ads e , g , - v
SKI .I) adalah lLr..mgkul Kabupaten Batang yang bertugas dalam bidang
perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

6. Unit Kcr]u'l’cmngknt Dacrah yang sclanjutnya disingkat UKPD adalah
bagian dari SKPD

7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, schingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosialadalah  upaya yang terarah,
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Dacrah dan
masyarakat dalam bentuk pclayanan sosial guna memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga negara khususnya perempuan dan anak, yang
meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial.

9. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
untuk memungkinkan scscorang mampu  melaksanakan - fungsi
sosialnya secara wajar dalam kchidupan masyarakat.

10. Pemberdayaan sosial adalah scmua upaya yang diarahkan untuk

menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai
daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

11.Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untgk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak.

12, Penyandan masalah  kesejahteraan sosial yang sealanjutnya
disebut PI\I%KS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat
yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang
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casal dart dalam  diripy, ,
:.:;:msinya untuk m(f:::(l‘?l‘y'}'. Schingga tidak  dapat Jaksanaks
B imaupunsosidl ‘l= uhr - kebutuhan mi e T ,'f .',"T"""m
mlmm:-nwrim'111 » oleh karcnanyg memer] inimum  baikjasmanti,
31;1?1 l(' ah untuk memulihkan ) ”’U?ﬂin bantuan orang I:nn_
sostalnya. dan dapat melaksanakan fungsi
|3, Pelayanan }ccscjahtcraan social adal
vang diberikan terhadap individy
membutuhkan atau mengalamj é
pencegahan, pengembangan n?a
pennasalahan yang dihadapi d
memadai sehingga mereka m
memadai

ah serangkaian kegiatan pelayanan
keluarga maupun masyarakat yang
Imasalahan social baik yang bersifat
upun rehabilitasi guna mengatasi
an/atau memenuhi kebutuhan secara
ampu menjalankan fungsi social secara

14.penygnd§§1gah Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat
PMKS a alperqrangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang
sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang
berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat
melaksz?nakan .fungsmya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik
jasmani, rohani maupun sosial.

15. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk
mencegah dan menangani resiko dari permasalahan sosial.

16. Penjangkauan sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PMKS
yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum yang
dapat menimbulkan permasalahan sosial, agar perempuan dan anak
tersebut memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

17. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk
masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan
hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam

melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

18. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh
masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan
kesejahteraan sosial

19. Anak adalah seseorang yan
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

20. Anak Balita terlantar adalah anak yang berusia 0-4 tahun yang karena
sebab tertentu, orang tuanya tidgk Qapa}t melakukan kewajibannya
(karena beberapa kemungkinan: miskin/ tlda}? mampu, salah seorang
sakit, salah seorang/ kedua—duannyarr}emnggal, anakbalitasakit)
sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan  dan
perkembangann yabaiksecarajﬂsmam' rohanimaupunsosial.

21. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secar

wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.

lami hambatan fisik
22, Anak ang cacat adalah anak yang menga
dan Ttt;{xandme%tal sehingga terganggu pertumbuhan dan

perkembangannya secarad wajar.

g belum berusia 18 (delapanbelas) tahun
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13 KCSC‘jahtCl‘aa“ d”élk adalah S
. Suatu  keh;j
*hidupan  anak
£ yang dil])“t

-~ menjamin  pertumbuhan ¢

. . . dn c \
cecara jasmani, rohani maupunpsorlfulnbangannyu dengan wajar baik

Soslalnya, i ‘

eluarga adalah unit te -
h terkecil dalam masyarakat yang terdiri d
ang terdiri dari suami

istri, atau suami istri dan a
naknya, at
jurus ke atas atau kebawah Sampai’de:;:(j:;rjg? ECd.arah dalam garis
at ketiga.

uarga fakir miski
25.:1(;1ta pgencahari?nlsc}iﬂaill 332?1’1 keluarga yang tidak mempunyi sumber
kebutuhan pokok yang | mempunyai kemampuan untuk memenuhi
. g layak bagi kemanusiaan atau orang yang

mempunyal sumber mata .
kebutuhan pokok yang layalf.encahanan tetapi tidak dapat memenuhi

2.

_Kekerasan dalam
% seseorang temﬂt;;lzh tangga adalah setiap perbuatan terhadap
kesengsaraan atau pend .perempuan yang berakibat timbulnya
atau penelantarag eritaaan secar fisik, seksual, psikologis, dan
melakukan perbuatan pr:r:ih tangga termasuk ancaman untuk
? Saan, atau
secara melawan hukum dalam lingkup rumalr? i;?lrg;aasan kegergehash

97. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik
dan atau mental yang dapat mengggangu atau merupakan rintangan
dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri
dari penyandang cacat fisik dan mental.

28. P.cngasuhan ada%ah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang
tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang
mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai
pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang
dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

antuan yang bersifat tidak tetap atau sementara

ka waktu tertentu kepada warga binaan sosial

yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan
sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secar wajar
kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.

akat adalah penduduk Kabupaten Batang dan warga

di Kabupaten Batang

mpok warga masyarakat yang mempunyai

am bidang kesajahteraan sosial.

29. Bantuan sosial adalah b
dan diberikan dalam jang

30. Warga masyar
asing yang tinggal
31.Masyarakat adalah kelo
perhatian dan peranan dal

BAB II
RUANG LINGKUP

RUang lingkup penyelenggafaan kesejahteraan sosial meliputi penyandang
Masalah kesejahteraan sosial:
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Pasal

-----

Pcﬂ)’andang masalah kesejahtera
pasal «-+-+1 rr}ellputnz
anak balita terlantar
anak terlantar;
anak nakal;
anak jalanan;
anak cacat;
pcnyandang cacat;
Janjut usia terlantar;
wanita rawan sosial ekonomj;
keluarga fakir miskin

keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni
keluarga rentan

TSR OTUMe a0 o n

BAB III
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berazaskan:
Kesetiakawanan,
Keadilan;
Kemanfaatan;
Keterpaduan,;
Kemitraan;
Keterbukaan;
Akuntanbilitas;
Partisipasi;
Profesionalitas;
Berkelanjutan;dan
Non diskriminasi.

FE R DR e an op

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berfungst:

a ... dst
b. .....dst

i juan:
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertuju

a . dst
b, ... dst

an sosi . )
an sosial sebagaimana dimaksud dalam
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BAB 1v
PENY ELENGGARAAN
Bagian Kesaty
Umum

......

__ Bagian Kedua
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang masalah anak

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Fakir Miskin

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Ketelantaran

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Masalah Kecacatan

BAB V

BAB VI

BAB VII
KERJASAMA
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Pasal

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

------

Bagian Kedua
Pengawasan

-----

(1 pemerintah daergh melakukan pengawasan atas — penyelenggaraan
kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya .

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

BAB X

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ....

i kesejahteraan

berkaitan dengan penyclengggraan
Sgsr;rilaL:a bl;etie nt‘;ﬁ;laﬁ;]sg masalah kesejahteraa_n. sosxal. yang telah ada
sebelum z:;:liuIr)lclangkamnya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku

turan Daerah ini.
sepanjang tidak bertentangan dengan Pera

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
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setiap orang dapalt mengetahui
Agﬂfmmn‘ pdacmh inil(d(,n;:(‘ngu"h“'“}’“. memerintahkan pengundangan
perati’< ‘Ngan. penempatannya dal: ., W i news
Kabupaten Batang. patannya dalam Lembaran daerah

Ditetapkan di Batang
pada tanggal ..........ccoeeennuinnns
* BUPATI BATANG,
Ttd

......................................

piundangkan di Batang
pada tanggal .................

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN...... NOMOR....
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PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR ........ TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM |

Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang diatur
dalarp Peraturan Daerah ini ditujukan kepada Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial,terutama program peningkatan kualitas hidup
masyarakat Batang. Hal ini disesuaikan dengan tujuan dan fungsi
sebuah Peraturan Daerah untuk mengatur hal-hal tertentu sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan suatu daerah.

Secara substantif, bahwa dalam upaya megatasi permasalahan
Kesejahteraan sosial Kabupaten Batang, maka perlu disusun Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya
merupakan tindakan yang berarkar atau memiliki fondasi kuat, yaitu
pada pemerintahan yang baik (good governance), serta agar disusun
dengan kaidah-kaidah yang benar.

Pengaturan bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan
memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial, agar kondisi sosial
masyarakat terkendali. Pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial melalui Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai solusi
maupun sebagai upaya pencegahan dampak negatif yang berpotensi
merugikan kepentingan masyarakat.

Belum terdapatnya Peraturan Daerah yang spesifik mengatur
mengenai Penyelenggaraan Kescjahteraan Sosial di Kabupaten Batang,
menjadikan urgensitas Peraturan Daerah ini memang menjadi
dibutuhkan sebagai payung hukum demi terciptanya kepastian hukum
dalam masalah Kesejahteraan yang merupakan kewajiban dari
Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Daerah Batang untuk
mengadakan Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Kabupaten
Batang.

II. PASAL DEMI PASAL

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR.....
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